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ABSTRAK 

 
 

PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN HAKATAS TANAH DALAM 

RANGKA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN 

JALAN TOL SIMPANG INDRALAYA – MUARA ENIM 

Oleh : 

Gina Sonia 

Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan 

serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk 

berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau 

dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi 

kriteria diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. 

Permasalahan yang penulis teliti adalah “Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka pengadaan 

tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim serta untuk 

mengetahui dasar penentuan besarnya ganti kerugian hak atas tanah dalam 

pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan studi document, Wawancara (Interview). 

Adapun untuk menganalisis data yakni menggunakan metode yuridis empiris yang 

bersifat deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa, 

Tahapan pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah 

bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muaraenim sebagaimana yang 

telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, antara lain: Pembentukan Pelaksana 

Pengadaan Tanah; Pembentukan Satuan Tugas A dan B; Pengumuman Peta Bidang 

Tanah dan Faktor Nominatif; Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian; 

Validasi untuk yang dapat dibayar dan Penitipan ke Pengadilan Negeri untuk yang 

sengketa dan lain-lain; dan Pelepasan Hak Atas Tanah. Dasar penentuan besarnya 

ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi pembangunan 

Jalan Tol Simpang Indralaya-Muaraenim adalah dengan memperhatikan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Harga Jual Setempat. Penentuan besarnya ganti 

kerugian ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Dengan demikian, 

pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka pengadaan tanah bagi 

Pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim dilaksanakan berdasarkan 

Peraturan Pengadaan Tanah. 

 

 
Kata Kunci : Hak Atas Tanah, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Tanah merupakan Sumber Daya Alam yang memegang peranan 

penting bagi kehidupan manusia, baik dari aspek religius maupun dari aspek 

ekonomis. Badan hukum pun, baik badan hukum pemerintah maupun badan 

hukum swasta juga memerlukan tanah. Untuk itu semua orang, badan hukum 

dan pemerintah sangat membutuhkan tanah untuk memenuhi kebutuhannya, 

sehingga semua orang dan badan hukum berusaha menguasai dan memiliki 

tanah. Demikian pula bagi “pemerintah berusaha menguasai tanah untuk 

memenuhi pelayanan pemerintah dan pemenuhan pelayanan kepentingan 

masyarakat”.1 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti Pelaksanaan 

adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan 

sebagainya. 

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah sebuah instansi yang memerlukan 

tanah mengajukan kepada Lembaga Pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah 

meliputi: 

a. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan tanah. 

b. Penilaian besarnya nilai ganti kerugian. 
 

 
 

1M. Arba, 2019. Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,  Sinar 

Grafika, Jakarta, hal.25 

 

 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

c. Musyawarah penetapan ganti kerugian. 

 

d. Pemberian ganti kerugian. 
 

e. Pelepasan tanah Instansi.2 

 

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu 

manifestasi dari fungsi sosial hak atas tanah. Pengadaan tanah dipandang 

sebagai langkah awal dari pelaksanaan rakyat atau merata untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat atau masyarakat itu sendiri, baik yang akan digunakan 

untuk kepentingan umum maupun kepentingan swasta. Pengadaan tanah untuk 

pembangunan hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dari pemegang 

hak atas tanah mengenai dasar dan bentuk ganti rugi yang diberikan kepada 

pemegang hak atas tanah itu sendiri.3 

Selanjutnya istilah pengadaan tanah ini digunakan lagi dalam 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dirubah lagi 

dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi 

Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

Mengenai istilah pengadaan tanah ini dipakai pula di dalam Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan cara memutuskan 

 

2 https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan- 

Pengadaan-Tanah_edit.pdf, diakses pada 02 November 2021 
3Benhard Limbong, 2011. Pengadaaan tanah untuk pembangunan, Margaretha 

Pustaka , Jakarta, hal.131 

https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf
https://sumsel.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/04/1.-Tulisan-Hukum-Tahapan-Pengadaan-Tanah_edit.pdf


3 
 

 

 

 

 

 

hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan hak atas tanahnya 

dengan memberikan ganti kerugian yang layak.4 

Pengadaan Tanah menurut Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Pasal 1 

angka 1 menentukan Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang 

berhak atas tanah tersebut. 

Menurut Boedi Harsono, mengatakan: 

 

“Pengadaan tanah adalah perbuatan hukum yang berupa melepaskan 

hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya 
yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas 

atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara 

empunya tanah dan pihak yang memerlukannya”.5 

 

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengadaan tanah terdiri dari 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Perbuatan hukum berupa pelepasan hak atas tanah menjadi tanah 

negara. 

b. Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum. 

 

c. Perbuatan hukum didasarkan pada musyawarah dan kesukarelaan. 
 

d. Disertai ganti rugi yang adil dan layak.6 

 

Tahapan pengadaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

 

4M. Arba, Op.Cit, hal.13 
5Boedi Harsono, 2009. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- 

undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, hal.7 
6 https://repository.unpas.ac.id/4046/5/7.%20BAB%20II.pdf, diakses pada 02 

November 2021 

https://repository.unpas.ac.id/4046/5/7.%20BAB%20II.pdf
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Umum, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. 

Pada tahapan ini, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan 

penetapan lokasi kepada Gubernur. 

Adapun pengertian ganti kerugian oleh Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 12, yaitu: 

“Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak 

yang Berhak, pengelola dan/atau pengguna barang dalam pengadaan 

tanah.” 

Pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah 

pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. Bentuk ganti kerugian sebagaimana 

dimaksud, “baik berdiri sendiri maupun gabungan dari beberapa bentuk ganti 

kerugian yang diberikan sesuai dengan nilai ganti kerugian yang nilainya sama 

dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai”.7 

Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum Pasal 1 Butir 8, yaitu: 

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum 

antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan atau 

ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan 

memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan/atau ruang 

dibawah tanah. 
 

 
 

7M. Arba, Op.cit., hal.119 
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Kemudian mengenai Pembangunan Jalan Tol, dalam Kamus Bahasa 

Indonesia (KBBI) arti Pembangunan adalah suatu proses, cara, perbuatan 

membangun, atau proses pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui 

pemerintah negara berkembang diturunkan kepada rakyat. Sedangkan Jalan 

Tol adalah jalan bebas hambatan. 

Menurut      Peraturan      Pemerintah      Republik      Indonesia 

Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Pasal 1 Butir 2 berbunyi, “jalan tol 

adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai 

jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol”. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara 

singkat dan sederhana tentang ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk 

pembangunan Jalan Tol, dengan judul “PELAKSANAAN GANTI 

KERUGIAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGADAAN 

TANAH BAGI PEMBANGUNAN JALAN TOL SIMPANG 

INDRALAYA - MUARA ENIM” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka 

pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara 

Enim? 

2. Apakah yang menjadi dasar penentuan besarnya ganti kerugian hak atas 

tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang 

Indralaya - Muara Enim? 
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Dalam penelitian penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Pelaksanaan Ganti Kerugian 

Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan 

Tol Simpang Indralaya- Muara Enim, dengan mengambil lokasi penelitian di 

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Ilir dan tidak menutup 

kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan 

permasalahan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam rangka 

pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya- Muara 

Enim. 

2. Untuk mengetahui dasar penentuan besarnya ganti kerugian hak atas tanah 

dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - 

Muara Enim. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata, yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada Almamater. 
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D. Kerangka Konseptual 

 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan, antara lain: 

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Pelaksanaan adalah 

proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan 

sebagainya.” 

2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara 

memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak.8 

3. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

Untuk Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 12, yaitu: “Ganti Kerugian 

adalah penggantian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak, 

pengelola dan/atau pengguna barang dalam pengadaan tanah.” 

4. Dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum Pasal 1 Butir 8, yaitu: “Hak Atas Tanah adalah 

hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak 

dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan atau ruang di bawah 

tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, 

 
 

8Benhard Limbong, Loc.cit, hal.131 
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serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan/atau ruang dibawah 

tanah serta memelihara tanah, ruang diatas tanah dan atau ruang 

dibawah tanah.” 

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Pembangunan 

adalah suatu proses, cara, perbuatan membangun, atau proses 

pembangunan yang dimulai dari negara maju melalui pemerintah 

negara berkembang diturunkan kepada rakyat.” 

6. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa “Jalan Tol adalah 

jalan bebas hambatan.” 

E. Metode Penelitian 

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

 

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini 

tergolong jenis penelitian hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan 

menggambarkan Bagaimana pelaksanaan ganti kerugian hak atas tanah dalam 

rangka pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Simpang Indralaya - 

Muara Enim dan Apakah yang menjadi dasar penentuan besarnya ganti 

kerugian hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol 

Simpang Indralaya - Muara Enim, sehingga tidak menguji hipotesa. 

2. Jenis Data 

 

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara: 
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a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

 

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data 

sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang- 

undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, 

makalah, karya ilıniah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan 

hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus 

Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang 

relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

b. Penelitian Lapangan (Field Research). 

 

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan 

melakukan observasi dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, 

antarā lain, Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir dan 

wawancara dengan pemohon serta sumber-sumber lain yang dianggap 

perlu. 

4. Teknik Pengolahan Data 

 

Pengolahan data dilakukan dergan cara mengolah dan menganalisis 

data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara 

kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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F. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup 

dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini disajikan tentang pembahasan mengenai Hak Atas 

Tanah, Subjek Hak Atas Tanah, Peralihan Hak Atas Tanah, dan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

BAB III PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai hasil penelitian dari lapangan dan 

kajian pustaka yang diperoleh peneliti. 

BAB IV PENUTUP 

 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 
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